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Indikator kinerja daerah merupakan tolak ukur yang digunakan untuk memberikan gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja daerah dalam RPJMD Provinsi Maluku 2014-2019 di jadikan dasar oleh SKPD dalam pencapaian target kinerja program dan kegiatan pembagunan baik setiap tahun maupun pada kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD. Dalam penetapan indikator kinerja sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan indikator yang khusus, terukur, dapat dicapai, rasional dan memperhitungkan waktu pencapaian dengan tetap bersumber pada aspek pencapaian program, fokus dan indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah.
Penetapan indikator kinerja daerah dilakukan dengan tetap memperhatikan target-target yang terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku Tahun 2005-2025 Tahap Kedua dan Tahap Ketiga.Target-target tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 10.1.Target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Provinsi Maluku Tahun 2014-2019 Tahap Dua dan Tiga
	No.
	Uraian
	Target RPJPD 2019

	1.
	Pertumbuhan Ekonomi Per Tahun 
	7,50 %

	2.
	Laju Inflasi 
	4-5 %

	3.
	Rasio Penduduk Miskin
	11,64%

	4. 
	Angka Melek Huruf
	99,74%



Untuk lebih jelasnya, target pencapaian masing-masing indikator kinerja dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.
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Tabel10.2. Indikator Kinerja Daerah Provinsi Maluku Tahun 2014-2019
	No.
	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD
	Target Capaian Setiap Tahun
	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2019

	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	

	A.ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

	1.KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI

	1.
	Laju Pertumbuhan Ekonomi
	5,14
	6
	6,25
	6,50
	6,75
	7,00
	7,50

	2.
	Laju inflasi (%)
	8,81
	7-8
	6,5-7,5
	6-7
	5-6
	4,5-5,5
	4-5

	3.
	PDRB per kapita ADHB (ribu rupiah)
	2.725
	2.876
	3.028
	3.180
	3.332
	3.483
	3.635

	4.
	Rasio Penduduk Miskin (%)
	19,27
	18,22
	16,95
	15,68
	14,41
	13,14
	11,64

	2.KESEJAHTERAAN SOSIAL	

	2.1
	BIDANG KEAGAMAAN
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Fasilitas lembaga keagamaan 
	20 lembaga
	20 lembaga
	20 lembaga
	20 lembaga
	20 lembaga
	20 lembaga
	20 lembaga

	-
	Bantuan sarana peribadatan 
	200 unit
	200 unit
	250 unit
	250 unit
	250 unit
	300 unit
	300 unit

	2.2
	PENDIDIKAN
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Angka melek huruf (%)
	99,56
	99,59
	99,62
	99,65
	99,68
	99,71
	99,74

	2.3
	KESEHATAN
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Angka kelangsungan hidup bayi per / 1000 Kelahiran Hidup (%)
	- 9
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	-
	Angka usia harapan hidup (Th)
	67.7
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	-
	Persentase Gizi buruk (%)
	0.08
	<1
	<1
	<1
	<1
	<1
	<1

	2.4
	KESEMPATAN KERJA
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Tingkat partisipasi angkatan kerja(%)
	63,71
	64,25
	64,70
	65,16
	65,63
	66,12
	-

	-
	Angka partisipasi kerja (%)
	-
	22,11
	20,85
	19,68
	18,60
	17,60
	-

	2.5
	ANGKA KRIMINALITAS
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Rasio kriminalitas(%)
	
	
	
	
	
	
	

	3. FOKUS SENI DAN BUDAYA

	1.1
	Rasio Group Kesenian / 10.000 penduduk
	43
	43
	45
	46
	47
	48
	50

	1.2
	Rasio Gedung Kesenian / 10.000 penduduk
	7
	7
	8
	9
	9
	9
	10

	1.3
	Rasio klub olahraga / 10.000 penduduk
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4
	Rasio Gedung Olah Raga / 10.000 penduduk 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	B. ASPEK PELAYANAN UMUM

	PELAYANAN URUSAN WAJIB 

	1.PENDIDIKAN 

	1.1. PENDIDIKAN DASAR:

	
	a. Angka Partisipasi Sekolah SD (%)
	98.57
	98.68
	98.71
	98.75
	98.89
	99.00
	99.00

	
	b. Angka Partisipasi Sekolah SMP (%)
	92.72
	93.00
	94.00
	95.00
	96.00
	97.00
	98.00

	
	c. Rasio Ketersediaan Sekolah  SD Terhadap Penduduk Usia Skolah
	116
	116
	115
	115
	113
	113
	113

	
	d. Rasio Ketersediaan Sekolah  SMP Terhadap Penduduk Usia Skolah
	12.15
	12.45
	12.65
	13.15
	13.55
	13.65
	1.65

	
	e. Rasio guru/ murid SD
	14
	1:19
	1:8
	1:17
	1:16
	1:15
	1:15

	
	f.Rasio guru/ murid SMP
	14
	13
	12.8
	12.6
	12.4
	12.2
	14.2

	
	g.Rasio Guru/Murid per kelas rata-rata SD
	1:22
	1:22
	1:22
	1:21
	1:21
	1:20
	1:20

	
	h. Rasio Guru/Murid per kelas rata-rata SMP
	1:29
	1:28
	1:27
	1:26
	1:25
	1:25
	1:25

	1.2.PENDIDIKAN MENENGAH

	
	1. APS SMA/SMK
	93.51
	94.1
	94.69
	95.27
	95.68
	96.44
	96.44

	
	2.APS SMK
	76.09
	76.8
	78.1
	79.07
	80
	82
	82

	
	3. Rasio Ketersediaan Sekolah SMA/SMK Terhadap Penduduk Usia Sekolah 
	0.47
	1.17
	1.87
	2.57
	3.27
	3.97
	3.97

	
	4.Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah SMK
	0.47
	0.8
	1.05
	1.2
	1.5
	1.75
	1.75

	
	5.Rasio Guru Terhadap Murid (SMA)
	39.24
	43.29
	44.63
	49.98
	53.33
	56.68
	56.68

	
	6. Rasio Guru Terhadap Murid(SMK)
	10.74
	10.9
	11.7
	12.6
	13.2
	114.2
	14.2

	
	7. Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-Rata (SMA)
	13.98
	17.00
	20.02
	23.04
	23.06
	29.08
	29.08

	
	8. Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-Rata (SMK)
	30
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	9.Penduduk yang Berusia > 15 Tahun Melek Huruf (Buta Aksara) (%)
	0.6
	0.5
	0.4
	0.3
	0.2
	0.1
	0.1

	1.3.FASILITAS PENDIDIKAN

	
	1. Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik(%)
	87.55
	87.55
	88.45
	88.95
	89.50
	90.00
	90.00

	
	2. Kondisi Sekolah SMP/MTs KondisiBangunan Baik (%)
	75.00
	77.00
	80.00
	82.00
	84.00
	85.00
	86.00

	
	3. Kondisi Sekolah SMA/SMK Kondisi Bangunan Baik (%)
	40.00
	45.00
	50.00
	55.00
	60.00
	65.00
	70.00

	1.4.PAUD

	
	Jumlah Siswa Pada Jenjang TK/RA
	72.608
	73.500
	75.000
	76.000
	77.500
	78.000
	78.000

	1.5.ANGKA PUTUS SEKOLAH

	
	1. SD/MI
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2. SMP/MTs
	29
	24
	19
	15
	10
	5
	5

	
	3. SMA/MA
	35
	30
	25
	20
	15
	10
	10

	
	4.SMK/MA
	77
	60
	50
	30
	40
	20
	20

	1.6.ANGKA KELULUSAN

	
	1.  Angka Kelulusan SD/MI (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	2.  Angka Kelulusan SMP/MTs (%)
	97.76
	99.00
	99.50
	99.80
	100
	100
	100

	
	3. Angka Kelulusan SMA/ MA (%)
	98.14
	98.21
	98.28
	98.35
	98.42
	87.49
	87.49

	
	4. Angka Kelulusan SMK (%)
	99.74
	99.76
	99.78
	99.80
	99.82
	99.84
	99.84

	
	5.Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs (%)
	90.00
	92.00
	94.00
	96.00
	98.00
	100
	100

	
	6.Angka Melanjutkan dari SMP/MTS ke SMA (%)
	93
	93.7
	94.5
	96
	96.2
	97.5
	97.5

	
	7.Angka Melanjutkan dari SMP/MTS ke SMK(%)
	31.23
	33.23
	35.73
	37.93
	39.56
	43.53
	43.53

	
	8. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (%)
	49.99
	53.49
	55.09
	56.75
	58.45
	60.02
	62.01

	
	9. Guru yang Belum Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (%)
	50.01
	46.51
	44.91
	43.25
	41.55
	39.80
	39.80

	2.KESEHATAN 

	1.
	Rasio Posyandu Per Satuan Balita
	11.47
	13
	15
	17
	19
	21
	23

	2.
	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk x 1000
	0.42
	0.46
	0.50
	0.55
	0.59
	0.63
	0.67

	3.
	Rasio RS Per Satuan Penduduk x 1000
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01

	4.
	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk
	0.25
	0.27
	0.28
	0.30
	0.35
	0.40
	0.4

	5.
	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk x 1000
	0.34
	0.40
	0.44
	0.47
	0.51
	0.54
	0.57

	6.
	Cakupan komplikasi Kebidanan yang Ditangani (%)
	36.9
	41.4
	46.0
	50.5
	55.1
	59.6
	64.1

	7.
	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (%)
	77.45
	84.3
	91.1
	97.9
	100
	100
	100

	8.
	Cakupan kelurahan UCI (%)
	61
	65
	69
	73
	77
	81
	90

	9.
	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	10.
	a. Penemuan dan Penanganan PenderitaPenyakit Tbc
b. Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
	63

100
	70

100
	78

100
	85

100
	93

100
	100

100
	100

100

	11.
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin (%)
	75
	80
	85
	90
	95
	100
	100

	12.
	Cakupan Kunjungan Bayi (%)
	68.6
	74.6
	80.6
	86.6
	92.6
	98.6
	100

	13.
	Cakupan Puskesmas  (%)
	161
	165
	170
	175
	180
	185
	190

	14.
	Cakupan Pembantu Puskesmas
	43.3
	50
	55
	60
	70
	75
	80

	3.PEKERJAAN UMUM 

	1.
	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik (%)
	37.71
	39.03
	42.47
	46.81
	50.48
	53.83
	55.79

	2.
	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk (%)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi
	
	31.58
	31.94
	89.8
	93.76
	-
	-

	4.
	Rasio TPU Per Satuan Penduduk Per 1000 Penduduk
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.
	Rasio Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6.
	Pemugaran Rumah Layak Huni
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-

	7.
	Rasio Permukiman Layak Huni
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8.
	Panjang Jalan Dilalui Roda 4
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-

	9.
	Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 km/jam)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10.
	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (%)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11.
	Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat  (%)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12.
	Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik (%)
	45.20%
	9.50%
	9.50%
	9.50%
	9.50%
	9.50%
	92.7 %

	13.
	Luas Kawasan Kumuh Luas Wilayah x 100% (%)
	37.54
	10.17
	12.45
	10.25
	11.21
	10.13
	8.25

	4.PERUMAHAN

	1.
	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih / Jumlah Seluruh Rumah Tangga x 100% (%)
	33.61
	38.74
	43.15
	50.12
	56.22
	60.18
	33.61

	2.
	Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi (%)
	31.58
	31.94
	89.80
	93.76
	97.72
	100
	31.58

	3.
	Luas lingkungan Permukiman Kumuh (%)
	96.27
	77.02
	57.76
	38.51
	19.25
	0.00
	96.27

	4.
	Jumlah Rumah Layak Huni (%)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.
	Luas Ruang Terbuka Hijau / Luas Wilayah Ber HPL/HGB
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6.
	Jumlah Bangunan Ber – IMB / Jumlah Bangunan (%)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.
	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan(%)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8.
	Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis Strategis (%)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.
	Jumlah Program RKPD Tahun Berkenaan (%)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.PENATAAN RUANG 

	1.
	Luas ruang terbuka hijau / Luas wilayah ber HPL/HGB
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Jumlah bangunan ber – IMB / Jumlah bangunan (%)
	
	
	
	
	
	
	

	6.PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

	1.
	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan(%)
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis Strategis (%)
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Jumlah program RKPD Tahun berkenaan (%)
	
	
	
	
	
	
	

	7.PERHUBUNGAN

	1.
	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum  (Orang)
	4,725,187
	4,961,443
	5,209,958
	5,469,985
	5,743,483
	6,621,654
	6,952,736

	2.
	Rasio Ijin Trayek
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	· Maluku tengah
	0.143
	0.143
	0.140
	0.139
	0.138
	0.138
	-

	
	· SBB
	0.025
	0.025
	0.025
	0.024
	0.024
	0.024
	-

	
	· SBT
	0.006
	0.006
	0.006
	0.006
	0.006
	0.006
	-

	
	· Maluku Tenggara
	0.05
	0.05
	0.49
	0.49
	0.49
	0.49
	-

	
	· P.Buru
	0.003
	0.003
	0.003
	0.003
	0.003
	0.004
	-

	3.
	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum(unit)
	5569
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis  (buah)
	40
	44
	46
	47
	50
	53
	53

	
	· Pelabuhan Laut
	20
	21
	27
	27
	27
	27
	30

	
	· Pelabuhan Penyeberangan
	11
	11
	13
	13
	13
	13
	13

	
	· Pelabuhan Udara
	8
	11
	11
	11
	11
	11
	11

	
	· Terminal Bus
	4.530.400
	4.712.208
	4.947.208
	5.195.208
	5.454.968
	5.727.716
	6.014.101

	5.
	Jumlah Angkutan Darat %
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6.
	Kepemilikan KIR Angkutan Umum
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.
	Lama pengujian kelayakan Angkutan Umum (KIR) (Jam)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8.
	Biaya Pengujian Kelaikan Angkutan Umum (rp)
	19.09
	29.69
	39.51
	49.98
	62.78
	62.78
	62.78

	9.
	Pemasangan Rambu-Rambu
	
	
	
	
	
	
	

	8.LINGKUNGAN HIDUP

	1.
	Persentase Penanganan Sampah (%)
	-
	82.81
	90.91
	100
	100
	100
	100

	2.
	Persentase Penduduk Berakses Air Minum (%)
	-
	63.09
	67.18
	71.05
	82.24
	96.15
	100

	3.
	Pencemaran Status Mutu Air (%)
	-
	63,64%
	72,73%
	81,82%
	90,91%
	100%
	100%

	4.
	Pencemaran status mutu udara ambien (%)
	-
	33,33%
	50,00%
	66,67%
	83,33%
	100%
	100%

	5.
	Cakupan Penghijauan Wilayah Rawan Longsor dan Sumber Mata Air (%)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6.
	Cakupan Pengsawasan Terhadap Pelaksanaan Amdal. (%)
	-
	61.76
	70.42
	72.60
	76.23
	80.04
	88.05

	7.
	Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk (%)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 

	1.
	Rasio Penduduk BerKTP Per Satuan Penduduk  (%)
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Rasio Bayi Berakte Kelahiran (%)
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Rasio Pasangan Berakte Nikah (%)
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Kepemilikan KTP (%)
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Kepemilikan Akta Kelahiran Per 1000 Penduduk
	
	
	
	
	
	
	

	10.PENINGKATAN KUALITAS SDM

	1.
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK

	1.
	Presentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah (%)
	50%
	51%
	51%
	52%
	52%
	53%
	53%

	2.
	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah 
	16.11
	15.45
	16.77
	18.23
	19.82
	21.56
	23.01

	3.
	Rasio KDRT (%)
	62 Kasus
	33 Kasus
	40 Kasus
	50 Kasus
	40 Kasus
	45 Kasus
	50 Kasus

	2.
	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

	1.
	Rata – Rata Jumlah Anak Per Keluarga 
	2.26
	2.26
	2.26
	2.26
	2.04
	2.04
	2.04

	2.
	Rasio Akseptor
	24.22
	26.6
	29.2
	32
	35.2
	38.7
	42.57

	3.
	Cakupan Peserta KB Aktif (%)
	49.67
	54.60
	60
	66
	72.60
	79.80
	87.78

	4.
	Keluarga pra  Sejahtera dan Keluarga Sejahtera  I
	148.840
	141.439
	134.367
	121.468
	121.094
	115.039
	109.087

	3.
	SOSIAL
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Sarana Sosial Sepertih Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi (Unit)
	34 Panti
	34 Panti
	34 Panti
	34 Panti
	34 Panti
	34 Panti
	34 Panti

	2.
	PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial (Orang)
	20.138 orang
	25.138 orang
	31.138 orang
	38.138 orang
	46.138 orang
	55.138 orang
	65.138 orang

	3.
	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Social (orang)
	sda
	sda
	sda
	sda
	sda
	sda
	sda

	11. SOSIAL 

	1.
	Pelayanan Urusan Wajib Sosial
Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi (UNIT)
	34 Panti
	34 Panti
	34 Panti
	34 Panti
	34 Panti
	34 Panti
	34 Panti

	2.
	PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial (Orang)
	20.138 Orang
	25.138 Orang
	31.138 Orang
	38.138 Oarang
	46.138 Orang
	55.138 Orang
	65.138 Orang

	3.
	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Orang)
	Sda
	Sda
	Sda
	Sda
	Sda
	Sda
	Sda

	12.TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

	1.
	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi
	600
	800
	900
	1.100
	1.200
	1.300
	1.400

	2.
	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat 
	200
	240
	280
	320
	340
	380
	420

	3.
	Besar Tenaga Kerja  Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan 
	100
	120
	140
	160
	200
	260
	300

	4.
	Besar Pencari kerja yang Terdaftar  yang Ditempatkan
	1.015
	1.050
	1.100
	1.200
	1.300
	1.400
	1.500

	5.
	Besar Kasus yang di Selesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)
	32
	35
	38
	41
	44
	47
	50

	6.
	Besaran Pekerja / Buruh yang Menjadi Peserta Program JAMSASTEK (BPJS Ketenagakerja)
	1.263
	1.300
	1.400
	1.500
	1.600
	1.700
	1.800

	7.
	Besaran Pemeriksaan Perusahaan 
	45
	57
	68
	75
	80
	90
	100

	8.
	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan 
	70
	90
	111
	125
	130
	135
	140

	13. KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

	1.
	Presentase Koperasi Aktif (%)
	
	30%


	30%
	35%
	35%
	35%
	Tercapainya Koperasi yang sehat usahan maupun kelembagaan

	2.
	Jumlah BPR/LKM
	283
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Jumlah BPR
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Jumlah LKM
	281
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Usaha Mikro dan Kecil
	 =98.76
	30%
	35%
	35%
	40%
	40%
	Tercapainya Usaha Mikro dan Kecil dalam Menggerakan Ekonomi Daerah

	14. PENANAMAN MODAL  DAERAH 

	1.
	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)
	7
	2
	4
	5
	5
	5
	21 buah

	2.
	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
	1,475 triliun (Rp.)
	600 milyar (Rp.)
	800 milyar (Rp.)
	900 milyar (Rp.)
	900 milyar (Rp.)
	900 milyar(Rp.)
	4.100 triliun (Rp.)

	3.
	(PMA) =
(PMDN) =
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)
	118,38 milyar (Rp)
	50 milyar (Rp)
	100 milyar (Rp)
	100 milyar (Rp)
	200 milyar (Rp)
	300 milyar (Rp)
	650milyar (Rp)

	15.
	KEBUDAYAAN
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya
	5 kg
	4 kg
	6 kg
	8 kg
	9 kg
	10 kg
	10 kg

	2.
	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya
	8
	8
	8
	9
	9
	10
	10

	16.KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

	1.
	Terlaksananya Pemilu  maupun Pemilukada secara Demokratis, Jujur, Adil dan Aman.
	 Malra, Walikota Tual dan Gubernur Maluku 
	 Pemilu Presiden  dan  Wakil  Presiden 
	 Kab. Aru dan Kab. SBT 
	 Kab. SBB, Kota Ambon, Kab. Buru  Selatan dan Kab MBD 
	 Kab. Maluku Tengah, Kab. Buru  dan  Kab. MTB 
	 Pemilukada Malra, Kota  Tual dan Gubernur dan Wakil Gubernur,  
	 Pemilu Presiden  dan  Wakil  Presiden 

	2.
	Terlaksananya  Hubungan  Kemitraan  Pemerintah  Daerah  dengan  Partai  Politik
	-
	150 Orang
	150 Orang
	150 Orang
	150 Orang
	170 Orang
	100

	3.
	Penelitian Persyaratan Bagi Partai Politik Untuk Menerima dana Bantuan Parpol dari Pemerintah Daerah
	-
	Partai Politik yang mendapat Kursi di DPRD
	Partai Politik yang mendapat Kursi di DPRD
	Partai Politik yang mendapat Kursi di DPRD
	Partai Politik yang mendapat Kursi di DPRD
	Partai Politik yang mendapat Kursi di DPRD
	100

	4.
	Penyelesaian  Berkas PAW Anggota  DPRD  Provinsi dan Kab/Kota se- Maluku
	 Partai Politik yang mendapat Kursi di DPRD 
	Partai Politik yang mendapat Kursi di DPRD
	Partai Politik yang mendapat Kursi di DPRD
	Partai Politik yang mendapat Kursi di DPRD
	Partai Politik yang mendapat Kursi di DPRD
	Partai Politik yang mendapat Kursi di DPRD
	100

	5.
	Adanya  informasi  yang  jelas,  akurat  dan  terpercaya  tentang  Indeks  Demokrasi  Indonesia  (IDI)  di  Maluku.
	4 Kali Pertemuan
	4 Kali Pertemuan
	4 Kali Pertemuan
	4 Kali Pertemuan
	4 Kali Pertemuan
	4 Kali Pertemuan
	100

	6.
	Terinventarisasinya database Ormas, OKP, LSM, dan Lembaga Nirlaba di Kabupaten/ Kota se - Maluku
	-

	Kabupaten/ Kota se-Maluku
	Kabupaten/ Kota se-Maluku
	Kabupaten/ Kota se-Maluku
	Kabupaten/ Kota se-Maluku
	Kabupaten/ Kota se-Maluku
	100

	7.
	Pertemuan  Antar  Organisasi  Kepemudaan, Ormas, LSM  dan  Para  Latupati
	 1 Kali Kegiatan 
	 2 Kali Kegiatan 
	 2 Kali Kegiatan 
	 2 Kali Kegiatan 
	 2 Kali Kegiatan 
	 3 Kali Kegiatan 
	100

	8.
	Melakukan kerja  sama dengan  Aparat  Keamanan dan  Koordinasi  Intelijen  dalam  Teknik pencegahan tindak kejahatan
	12  kali  pertemuan
	12  kali  pertemuan
	12  kali  pertemuan
	12  kali  pertemuan
	12  kali  pertemuan
	12  kali  pertemuan
	100

	9.
	Monitoring Evaluasi  dan  Pelaporan  Forum  Kewaspadaan  Dini  Masyarakat  (FKDM)
	-
	-
	-
	11 Kabupaten/ Kota se-Maluku
	11 Kabupaten/ Kota se-Maluku
	11Kabupaten/ Kota se-Maluku
	100

	10.
	Pertemuan  Antar  Tokoh  Agama  Tingkat  Provinsi  Maluku  (FKUB)
	-
	-
	-
	1 Kali  Kegiatan
	1 Kali  Kegiatan
	1 Kali  Kegiatan
	100

	11.
	Melakukan Inventarisasi data,  informasi  dan  dokumentasi  penanganan  konflik.
	 4 Kab/ Kota 
	 4 Kab/ Kota 
	 5 Kab/ Kota 
	 5 Kab/ Kota 
	 5 Kab/ Kota 
	 5 Kab/ Kota 
	100

	12.
	Melakukan  Pembinaan kepada Masyarakat pada Daerah  Konflik
	 3 Kabupaten 
	 3 Kabupaten 
	 4 Kab/ Kota 
	 5 Kab/ Kota 
	 5 Kab/ Kota 
	 5 Kab/ Kota 
	100

	13.
	Rencana  Aksi  Terpadu  Penanganan  Gangguan  Keamanan  Daerah
	-
	 Kab./ Kota  se - Maluku 
	 Kab./ Kota  se - Maluku 
	 Kab./ Kota  se - Maluku 
	 Kab./ Kota  se - Maluku 
	 Kab./ Kota  se - Maluku 
	100

	14.
	Forum Komunikasi  dan  Koordinasi  Daerah  dalam  rangka  penanganan  faham  radikal
	-
	-
	-
	 1 Kali Kegiatan 
	 1 Kali Kegiatan 
	 1 Kali Kegiatan 
	100

	15.
	Sosialisasi  Peraturan  dan  Kebijakan  terkait  Penanganan Konflik  Sosial
	-
	-
	-
	 1 Kali Kegiatan 
	 1 Kali Kegiatan 
	 1 Kali Kegiatan 
	100

	16.
	Melakukan  Koordinasi/ Pemantauan  masalah-masalah yang  menonjol  di  masyarakat.
	 3 Kabupaten 
	 3 Kabupaten 
	 3 Kabupaten 
	 4 Kabupaten 
	 4 Kabupaten 
	 5 Kabupaten 
	100

	17.
	Melakukan  Sosialisasi  Peningkatan  dan  Perkuatan  Wawasan  Kebangsaan  kepada Masyarakat
	4 Kabupten / Kota
	4 Kabupaten / Kota
	5 Kabupaten / Kota
	5 Kabupaten / Kota
	6 Kabupaten / Kota
	6 Kabupaten / Kota
	100

	18.
	Melaksanakan  Penguatan  Pusat Pendidikan  Kebangsaan
	-
	4 Kabupten / Kota
	5 Kabupaten / Kota
	5 Kabupaten / Kota
	6 Kabupaten / Kota
	6 Kabupaten / Kota
	100

	19.
	Sosialisasi  Bela  Negara
	-
	-
	1 Kali Kegiatan
	1 Kali Kegiatan
	1 Kali Kegiatan
	1 KaliKegiatan
	100

	20.
	Melakukan  Pemantauan  Orang Asing  atau Lembaga Asing di Daerah
	 3 Kabupaten 
	3 Kabupaten
	3 Kabupaten
	4 Kabupaten
	4 Kabupaten
	4 Kabupaten
	100

	17. INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

	1.
	Jumlah Jaringan Komunikasi 
	26
	31
	34
	37
	40
	44
	48

	2.
	Rasio Wartel/Warnet
	155
	200
	250
	300
	350
	400
	450

	3.
	Jumlah surat Kabar Nasional/Lokal (Editorial)
	36
	3S6
	40
	42
	44
	46
	48

	4.
	Jumlah Penyiaran Radio /TV Lokal (siaran)
	5/3
	6/3
	7/3
	8/3
	9/3
	10/3
	11/3

	5.
	Jumlah website di lingkup Pemda Maluku
	3
	8
	15
	20
	25
	30
	35

	6.
	Pemeran/expo
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	7.
	Media Pertunjukan Rakyat
	40
	45
	50
	55
	60
	65
	70

	8.
	Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
	25
	25
	30
	35
	40
	45
	50

	9.
	Pembangunan kantor pos pada Daerah Pemekaran
	39
	39
	42
	45
	48
	51
	54

	18.BKKBN 

	1.
	Rata-rata jumlah Anak PerKeluarga
	2.26
	2.26
	2.26
	2.26
	2.04
	2.04
	2.04

	2.
	Rasio Akseptor KB(%)
	24.22
	26.6
	29.2
	32
	35.2
	38.7
	42.57

	3.
	Cakupan Peserta KB  Aktif (%)
	49.67
	54.60
	60
	66
	72.60
	79.80
	87.78

	4.
	Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I
	148.840
	141.439
	134.367
	127.468
	121.094
	115.039
	109.287

	19.STATISTIK

	1.
	Buku ”Kabupaten Dalam Angka”
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Buku ”PDRB Kabupaten”
	
	
	
	
	
	
	

	20. PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

	1. 
	KEARSIPAN

	
	· Pengelolaan Arsip Secara Baku
	40 SKPD
	40 SKPD
	40 SKPD
	40 SKPD
	40 SKPD
	40 SKPD
	

	2. 
	PERPUSTAKAAN	

	
	· Jumlah perpustakaan
	1.427 Perpustakaan
	1.427 Perpustakaan
	1.427 Perpustakaan
	1.427 Perpustakaan
	1.433 Perpustakaan
	1.433 Perpustakaan
	

	
	· Presentase jumlah Pengunjung Perpustakaan Per tahun (%)
	93.16%
	94.23%
	95.52%
	96.86%
	97.37%
	98.72%
	98.95%

	21. KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 

	1.
	KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI

	A.
	Fokus Seni dan Budaya

	1.
	Rasio Grup Kesenian / 10.000 Penduduk
	43
	43
	45
	46
	47
	48
	50

	2.
	Rasio Gedung Kesenian / 10.000 Penduduk
	7
	7
	8
	9
	9
	9
	10

	3.
	Rasio Klub Olahraga/10.000 Penduduk
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	Rasio Gedung Olahraga/10.000 Penduduk 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	B.
	KEBUDAYAAN

	1.
	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya
	5 kg
	4 kg
	6 kg
	8 kg
	9 kg
	10 kg
	10 kg

	2.
	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya
	8
	8
	8
	9
	9
	10
	10

	C.
	PARIWISATA 

	1.
	Kunjungan wisata Manca Negara 
	15.174
	17.450
	19.550
	22.450
	25.550
	29.720
	34.178

	2.
	Kunjungan wisata Domestik
	73.679
	84.730
	97.430
	112.000
	128.800
	148.120
	170.332

	3.
	Kunjungan wisata Lokal
	76.139
	87.550
	100.662
	100.662
	115.784
	133.151
	176.091

	22.PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  DESA

	1.
	PKK aktif (%)
	Jumlah PKK Aktif  2.487 (70.92%)
	75.76%
	80.61%
	85.46%
	90.31%
	95.16%
	100%

	2.
	Posyandu aktif (%)
	Jumlah Posyandu Aktif 1.909 (96.78%)
	97%
	97.5%
	98%
	98.5%
	99%
	100%

	23. KETAHANAN PANGAN 

	1.
	- Regulasi Ketahanan Pangan
	2
	2
	3
	3
	3
	3
	17

	
	· Ketersediaan Pangan Utama
	12 Ton
	24 Ton
	24 Ton
	24 Ton
	24 Ton
	24 Ton
	

	24. DIKLAT 

	1.
	PENDIDIKAN

	1.1
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR

	1.2
	JENIS - JENIS DIKLAT

	
	1. Diklat Struktural/Penjenjangan
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	2. Diklat Teknis
	1
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	
	3. Diklat Fungsional
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	
	4. Diklat Substantif Manejemen Pemerintahan
	1
	4
	4
	6
	7
	8
	9

	1.3
	PEMBINAAN DIKLAT

	
	1. Monitoring dan Evaluasi  serta Pembinaan Penyelenggara Diklat
	5 Kab/Kota
	-
	11 Kab/Kota
	11 Kab/Kota
	11 Kab/Kota
	11 Kab/Kota
	11 Kab/Kota

	
	2. Evaluasi Pasca Diklat Aparatur
	-
	-
	11 Kab/Kota
	11 Kab/Kota
	11 Kab/Kota
	11 Kab/Kota
	11 Kab/Kota

	1.4
	PENINGKATAN KOMPETENSI SDM APARATUR

	
	1. Pelaksanaan Diklat
	8
	14
	18
	22
	25
	24
	31

	
	2. Pelaksanaan Bintek
	-
	-
	1
	2
	3
	4
	5

	25.OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

	1.
	rasio Jumlah Anggota Satpol PP per 10.000 Penduduk
	13 PNS
	20 PNS
	30 PNS
	50 PNS
	70 PNS
	100 PNS
	150 PNS

	2.
	Ratio Pos Siskamling Per Jumlah Desa/Kelurahan
	1.169 Pos
	1270 Pos
	1380 Pos
	1490 Pos
	1600 Pos
	1750 Pos
	2000 Pos

	3.
	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda
	2 Perda
	3 Perda
	4 Perda
	4 Perda
	5 Perda
	5 Perda
	5 Perda

	4.
	Pengendalian dan Pengamanan demo (Unjuk Rasa)
	82 Kali
	80 Kali
	80 Kali
	80 Kali
	80 Kali
	100 kali
	100 kali

	5.
	Patroli Siaga Ketenteraman Umum & Ketertiban Masyarakat
	370 Kali
	380 Kali
	400 Kali
	425 Kali
	425 Kali
	425 Kali
	425 Kali

	6.
	Pengawasan & Pengamanan Asset Daerah
	16 Pos
	14 Pos
	17 Pos
	20 Pos
	23 Pos
	26 Pos
	30 Pos

	26. PENANGGULANGAN BENCANA 

	1.
	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN BENCANA

	1.
	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Fotensial Bencana dan Penyebarluasan Pengurangan  Resiko Bencana  
	5 Media
	5 Media
	
	
	
	
	

	2.
	Penetapan Zona  Peta Rawan bencana di provinsi Maluku
	-
	1 Kegiatan
	1 Kegiatan
	1 Kegiatan
	1 Kegiatan
	1 Kegiatan
	5 + 1 Kegiatan

	3.
	Dukungan Peringatan Bulan Pengurangan Resiko Bencana 
	-
	-
	1 Paket
	1 Paket
	1 Paket
	1 Paket
	4 + 1 Paket

	4.
	Fasilitasi Pemerhatian Bencana Dalam Upaya Pengurangan Resiko Bencana 
	6 Lembaga Pemerhati Bencana
	-
	7 Lembaga Pemerhati Bencana
	7 Lembaga Pemerhati Bencana
	7 Lembaga Pemerhati Bencana
	7 Lembaga Pemerhati Bencana
	34 Lembaga Pemerhati Bencana

	5.
	Pembuatan Rambu – Rambu Jalur Evakuasi Pra Bencana 
	-
	-
	1 Paket
	1 Paket
	1 Paket
	1 Paket
	4  +  1 Paket

	6.
	Penyediaan sistem peringatan dini bencana Tsunami
	
	-
	Kota Ambon, Kab. Maluku Tengah, SBB, SBT
	Kab. Buru, Bursel
	Kab. Maluku Tenggara, Kota Tual
	Kab. MTB, MBD
	10 Kab/Kota + Kep. Aru

	7.
	Sosialisasi adaptasi perubahan iklim dan sosialisasi pengurangan resiko bencana 
	1 Kegiatan
	1 Kegiatan
	1 Kegiatan
	1 Kegiatan
	1 Kegiatan
	1 Kegiatan
	5 + 1 Kegiatan

	8.
	Pengadaan peralatan pendekteksian dini gerakan tanah 
	-
	-
	5 unit
	5 unit
	5 unit
	5 unit
	20 unit

	9.
	Pembangunan shelter penyelamatan korban ancaman bencana tsunami
	-
	-
	3 unit
	5 unit
	6 unit
	6 unit
	20 + 7 unit

	10.
	Gladi/simulasi penanggulangan bencana 
	-
	-
	Maluku Tengah , SBB
	Seram Bagian Timur
	Maluku Tenggara,Kota tual
	Maluku Tenggara Barat
	6 Kab/kota + Buru Selatan

	11.
	Penyediaan, Penyiapan dan Pendistribusian Logistik/Peralatan penanggulangan bencana 
	1 Paket
	1 Paket
	1 Paket
	1 Paket
	1 Paket
	1 Paket
	5 + 1 Paket

	12.
	Pelatihan kaji cepat untuk analisasi kebutuhan tanggap darurat bencana 
	-
	40 orang
	150 orang
	-
	-
	-
	190 orang

	13.
	Monitoring dan evaluasi penanganan tanggap darurat  bencana 
	-
	-
	4 Kab/kota
	5 Kab/kota
	6 Kab/kota
	7 Kab/kota
	11Kab/kota

	14.
	Pelatihan teknis tanggap darurat bencana 
	-
	-
	40 Orang
	40 Orang
	40 Orang
	40 Orang
	160 + 40 Orang

	15.
	Penyediaan kebutuhan hunian darurat/sementara
	-
	-
	3 Jenis Kebutuhan
	3 Jenis Kebutuhan
	3 Jenis Kebutuhan
	3 Jenis Kebutuhan
	3 Jenis Kebutuhan

	16.
	Sosialisasi terhadap ancaman bencana dan upaya persiapan evakuasi penduduk yang terancam bencana 
	-
	-
	100 orang
	100 orang
	200 orang
	120orang
	520 + 80 Orang

	17.
	Mobilisasi relawan dan tenaga ahli tanggap darurat  bencana 
	-
	-
	100 Orang
	100 Orang
	100 Orang
	100 Orang
	100 + 100 Orang

	18.
	Penyiapan rambu jalur evakuasi Daerah ancaman bencana
	-
	-
	1 Paket
	1 Paket
	1 Paket
	1 Paket
	1 Paket

	19.
	Monitoring, Identifikasi, Verifikasi, Invetarisasi dan Evaluasi pelaporan pasca bencana 
	11 Kab/kota
	10 Kab/Kota, Jakarta
	11 Kab/kota
	11 Kab/kota
	11 Kab/kota
	11 Kab/kota
	11 Kab/kota

	20.
	Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pemulihan sosial ekonomi paska bencana
	-
	-
	80 Orang
	85 Orang
	90Orang
	95 Orang
	350 + 50 Orang

	21.
	Pelatihan kajian kebutuhan pasca bencana DALA/JITU PASNA dan pelatihan Penanganan  Pasca bencana 
	-
	40 Orang
	50 Orang
	50 Orang
	50 Orang
	50 Orang
	200 + 50 Orang

	22.
	Rehabilitasi dan Rekrontusi sarana umum dan prasarana berdasarkan prioritas kerusakan dan kerugian pasca bencana 
	-
	-
	20 Peket
	30Peket
	35 Peket
	25 Peket
	110 + 20 Paket

	23.
	Rehabilitasi dan rekontruksi bidang sosial ekonomi paska bencana 
	-
	-
	1 Paket
	1 Paket
	1 Paket
	1 Paket
	4 + 1 Paket

	24.
	Pemetaan wilayah paska bencana 
	-
	-
	1 Dokumen
	1 Dokumen
	1 Dokumen
	1 Dokumen
	4 +1 Dokumen

	2.
	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN EVALUASI PELAPORAN

	1.
	Rapat Koordinasi Unit Penanggulangan Bencana se-Maluku
	1 Kegiatan
	1 Kegiatan
	1 Kegiatan 
	1 Kegiatan
	1 Kegiatan
	1 Kegiatan
	5 + 1 Kegiatan

	2.
	Posko Siaga Bencana
	12 Bulan
	12 Bulan
	-
	-
	-
	-
	12 Bulan

	3.
	Penerimaan dan Pengolaan serta Penyebarluasan Sistem Informasi Penanggulangan Bencana dan Pelaksanaan Pelaporan pada saat Pencegahan, Tanggap Darurat dan Paska Bencana melalui Siaran Mobil Komunikasi Mobile
	-
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan

	4.
	Pengumpulan Data dan Informasi Bencana dalam Rangka Penyusunana Dokumen Perencanaan Kebencanaan dan Pembuatan Buku statistik Bencana (Buku Data Bencana)
	-
	-
	1 Dokumen
	1 Dokumen
	1 Dokumen
	1 Dokumen
	1 + 1 Dokumen

	5.
	Penguatan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS)
	-
	-
	1 Paket
	1 Paket
	1 Paket
	1 Paket
	4 + 1 Paket

	6.
	Pembuatan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Maluku periode 2017-2022
	-
	-
	-
	1 Dokumen
	-
	-
	1 Dokumen

	27. BIRO HUKUM DAN HAM 

	1.
	Jumlah Penanganan perkara melalui Proses Litigasi dan non litigasi
	21 Perkara
	15 perkara
	15 perkara
	15 perkara
	15 perkara
	15 perkara
	-

	2.
	Jumlah Produk Hukum Daerah (PERDA,Peraturan Gubernur, Peraturan Bersama Gubernur, Instruksi Gubernur, Keputusan Gubernur)
	689 Produk Hukum
	660 Produk Hukum
	660 Produk Hukum
	660 Produk Hukum
	660 Produk Hukum
	660 Produk Hukum
	-

	28. BIRO ORGANISASI

	
	Persentase Penataan dan Evaluasi Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah
	5 %
	38 %
	48 %
	58 %
	68 %
	72 %
	75 %

	
	Persentase penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)
	0 %
	2 %
	22 %
	44 %
	66 %
	88 %
	90 %

	
	Persentase penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
	11 %
	33 %
	55 %
	77 %
	88 %
	99 %
	100 %

	
	Persentase penerapan IKM
	0 %
	0 %
	20  %
	40 %
	60 %
	80 %
	83 %

	
	Peningkatan  penerapan  E-Government (Naskah Dinas Elektronik)
	0 %
	1 kegiatan 
	1 kegiatan
	1 kegiatan
	1 kegiatan
	1 kegiatan
	5 kegiatan

	
	Persentase penerapan peraturan perundang-undangan di Bidang Analisis Jabatan
	100 %
	23 %
	46 %
	61 %
	76 %
	99 %
	100 %

	
	Persentase penerapan Road Map Reformasi Birokrasi
	38 %
	45 %
	65 %
	84 %
	90 %
	92 %
	95 %

	
	Persentase LAKIP & PK yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
	45 %
	68 %
	90 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	
	Persentase peningkatan kualitas pelayanan publik
	36 %
	43 %
	63 %
	61 %
	81 %
	79 %
	100 %

	
	Persentase Penataan dan Evaluasi Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah
	5 %
	38 %
	48 %
	58 %
	68 %
	72 %
	75 %

	
	Persentase penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)
	0 %
	2 %
	22 %
	44 %
	66 %
	88 %
	90 %

	28.INSPEKTORAT 

	1.
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penunjang Operasianal
Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	95

	2.
	Jumlah peserta dan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan 
dalam rangka peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan
	30
	35
	45
	60
	70
	80
	95

	3.
	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-  Evaluasi LAKIP
-  Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)
-  Review Laporan Keuangan SKPD dan Pemerintah Daerah
	
40


	
50


	
60


	
70


	
80


	
90


	
95



	4.
	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 
pengendalian kebijakan KDH
-  Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
-  Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
-  Pelaksanaan Rapat Koordinasi Hasil Pemeriksaan
-  Pelaksanaan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksaan
	30
	35
	50
	65
	75
	85
	95

	5.
	Peningkatan Kredibilitas Aparatur melalui 
sistem Pembinaan dan Pengawasan Intern
-  Gelar Pengawasan dan temu Karya Pengawasan
-  Optimalisasi Pokja LHKPN dan LP2P
	25
	35
	50
	60
	70
	85
	95

	29. KEPEGAWAIAAN DAERAH 

	1.
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur penunjang oprsional pelayanan administrasi kepegawaiaan 
	35
	35
	50
	47.6
	60.2
	85.4
	98

	2.
	Peningkatan disiplin dan kesejahteraan pegawai
	30
	30
	43.6
	57.2
	70.8
	84.4
	98

	3.
	Fasilitasi pindah/purna tugas PNS 
	0
	0
	19.60
	39.2
	58.8
	78.4
	98

	4.
	Jumlah Peserta pelaksana pendidikan dan pelatihan 
Dalam Rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Apratur dalam pelayanan administrasi
	35
	35
	47.8
	60.6
	73.4
	86.2
	99

	5.
	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan 
· Penyusunan LAKIP,LPPD, EKPPD, dan LKPJ
· Penyusunan Dokumen perencanaan SKPD
· Penyusunan Rensatra 
		40


	40


	51.8


	63.6


	75.4


	87.2


	99



	6.
	Peningkatan kapasitas Manajerial Aparatur
· Pelaksanaan Diklat penjenjang Struktural (PIM 1 dan PIM 2)
· Pembinaan Praja IPDN secara terintergrasi 
	31.25
	31.25
	44.6
	57.95
	71.3
	84.65
	98

	7.
	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
· Sistem kajian penataan Pola Karier PNS
· Jumlah CPNS yang Lulus seleksi CPNS dan PKK Sesuai Proyeksi Kebutuhan SKPD
· Pelaksanaan Pelantikan dan serah terima Jabatan Struktural
· Pengelolaan sistem Informasi Manajemen Kepegawaian 
· Peningkatan Pelayanan Dan Pengurusan SK Kenaikan Pangkat,Mutasi Dan Pensiun
· Penyedia Tenaga Pemong Praja  Sesuai Kebutuhan Daerah 
· Pemberian Satyalencana Karyasastya Bagai PNS
· Penanganan Kasus/Pelanggaran Disiplin  PNS
· Jumlah PNS Yang mengikuti ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian kenaikan pangkat
· Jumlah PNS yang melakukan Sumpah Janji
· Tertatanya arsip fisik PNS
· Penyedia informasi publik bidang kepegawaian melalui Website
· Penyedia arsif kepegawaian secara elektronik/digital
· Jumlah Sidang BAPERJAKAT
· Pelaksanaan seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar sesuai tugas SKPD
· Presentase pemahaman tim angka kredit JFT
· Optimalisasi pelaksanaan tugas PNS dalam JFT
· Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian berbasis on line dengan BKN melalui SAPK
· Jumlah SKPD yang memelihara keindahan dan kebersihan lingkungan kantor
· Pelaksanaan dan pembinaan KORPS PNS (outbond) dalam kerangka ASN
· Peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi
	28
	28
	42
	56
	70
	84
	98

	8.
	Peningkatan Kesejahteraan Pegawai
· Jumlah PNS yang memiliki KARIS/KARSU
· Pemberian penghargaan bagi masyarakat/non PNS/intansi vertikal
· Jumlah PNS yang memiliki kartu tanda pengenal 
· Jumlah PNS yang dapat pembekalan sebelum mencapai BUP
· Jumlah SK pension terpadu PNS Provinisi Maluku
· Jumlah PNS yang menerima penghargaan dan pelepasan pejabat struktural memasuki masa purna bhakti
· Jumlah PNS berprestasi yang menerima penghargaan 
· Tersedianya kartu pegawai elektronik dan konversi NIP PNS Lingkup Prov.Maluku
· Terlaksananya fungsi KPE bagi PNS Provinsi Maluku
	35.63
	35.63
	48.1
	60.57
	75.04
	85.51
	98

	9.
	Penetapan dan Evaluasi Kinerja
· Evaluas penilaian kinerja PNS
· Pelaksanaan forum koordinasi SKPD
· Pelaksanaan forum gabungan koordinasi kepegawaian
· Penyediaan data publikasi kepegawaian
	15
	15
	31.8
	48.6
	65.4
	82.2
	99

	10.
	Kaderisasi Aparatur Pemerintah Provinsi Maluku
· Sosialisasi pelaksanaan peran Assesment  Center dalam pengelolan SDM Aparatur
· Jumlah PNS yang menjadi tenaga accesor
· Pembangunan Assesment Center Provinsi Maluku
· Pengembangan dan Pembinaan Assesment Center
· Jumlah PNS yang mengikuti uji kompetensi
· Konseling kerja dalam rangka peningkatan kompetensi dan kinerja PNS
· Pengembangan standar dan petakompetensi
	3
	3
	22
	41
	60
	79
	98

	11.
	PeningkatanPengelolaan SDM Aparatur
· Evaluasi kinerja dan perpanjangan kerja PPPK lingkupProvmal
· Pengadaan CPNS tenaga honorer K2 lingkupProvmal
· Penyusunan formasi PNS dan PPPK
· Peningkatan pengetahuan, wawasan dan pemahaman CPNS dan PPPK terhadap lingkungan kerjadan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
· Terlaksananya penataan PNS lingkup Provinsi Maluku sesuai ANJAB dan ABK
	10
	10
	27.6
	45.2
	62.8
	80.4
	98

	12.
	PeningkatanKualitasPelayanaPublik
· Tersedianya SOP pelayanan administrasi kepegawaian
· Pelaksanaan pengembangan egovernment untuk pelayanan publik bidang kepegawaian
· [bookmark: _GoBack]Pelaksanaan pelayanan publik  bidang kepegawaian sesuai SOP
· Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik (bidang kepegawaian)
· Review  SOP sesuai hasil survey kepuasan masyarakat
	0
	0
	19.80
	39.60
	59.4
	79.2
	99

	URUSAN PILIHAN

	1. PERTANIAN

	1.
	Produktivitas Padi atau Bahan Utama Lokasi Lainnya Hektar ((Ton/Ha)
	4.36
	4.41
	4.47
	4.53
	4.59
	4.66
	4.73

	2.
	Kontribusi Tanaman Bahan Makanan Terhadap PDRB (%)
	6.21
	6.40
	6.59
	6.79
	6.99
	7.20
	7.42

	3.
	Kontribusi Perkebunan Terhdap PDRB (%)
	5.6
	5.77
	5.94
	6.12
	6.30
	6.49
	6.69

	4.
	Kontribusi Peternakan dan Hasil – Hasilnya Terhadap PDRB (%) 
	1.01
	1.04
	1.07
	1.10
	1.14
	1.17
	1.21

	5.
	Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB (%)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6.
	Cakupan Bina Kelompok Petani
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2. KEHUTANAN

	1
	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (Ha)
	99.952,10 ha
	17.000 ha
	17.500 ha
	18.000 ha
	18.500 ha
	19.000 ha
	189.952,10 ha

	3.ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (SDM)

	1.
	Pertambangan Tanpa Ijin (%)
	20%
	20%
	40%
	65%
	80%
	100%
	100%

	2.
	Rasio Elektrifikasi (%)
	78.36%
	82.50%
	87%
	91.50%
	96%
	100%
	100%

	4.  PARIWISATA

	1
	Kunjungan wisata  Mancanegara
	15.174
	17.450
	19.550
	22.450
	25.550
	29.720
	34.178

	2
	Kunjungan wisatawan Domestik
	73.679
	84.730
	97.430
	112.000
	128.800
	148.120
	170.332

	3
	Kunjungan wisatawan Lokal
	76.139
	87.550
	100.662
	133.151
	115.784
	153.123
	176.091

	5. KELAUTAN DAN PERIKANAN 

	1.1
	Produksi perikanan tangkap (ton)

	
	· Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	10,992,004,119
	11,270,000,000
	12,397,000,000
	13,636,700,000
	15,000,370,000
	16,500,407,000
	17,000,000,000

	
	·  Konsumsi Ikan Per  Kapita (Kg/Kap)
	52.1
	52.2
	52.4
	52.6
	52.9
	53.1
	53.4

	
	· Nilai Eksport (USS)
	268,799,484
	347,000,000
	347,000,000
	348,500,000
	348,000,000,
	349,000,000
	383,900,000

	
	· Volume Eksport
	197,228,191,34
	226,812,420,04
	249,493,662,05
	286,917,711.35
	329,955,368,05
	362,950,904,86
	399,245,995

	
	· Luas Kawasan Konservasi Perairan yang Dikelola Secara Berkelanjutan 
	116.500
	20 ha
	20 ha
	20 ha
	20 ha
	20 ha
	116.620

	
	· Jumlah Pulau-Pulau Kecil Termasuk Pulau-Pulau Kecil Terluar yang Dikelola Secara Berkelanjutan
	1 pulau
	2 pulau
	2pulau
	2 pulau
	2 pulau
	2 pulau
	13 pulau

	2.2
	Produksi perikanan budidaya (ton)

	
	· Wilayah perairan Bebas IUU fhising 
	7 Kasus
	1 Kasus
	1 Kasus
	1 Kasus
	1 Kasus
	1 Kasus
	2 Kasus

	
	· Volume Produksi Perikanan Tangkap
	534,491,8 ton
	-
	567.035,0 ton
	584.046,1 ton
	601.567,50 ton
	619.614,50 ton
	638.202,90 ton

	
	· Nilai Produksi Perikanan (Rp.000)
	-
	-
	2,813.367.669
	2,897,768,669
	2,984,701,760
	3,074,242,813
	3,166,470,098

	
	· Pendapatan Nelayan (Rp)
	2,417,364
	-
	2,585,800
	2,663,374
	2,743,275
	2,825,573
	2,910,340

	
	· Volume Produksi Perikanan Budidaya
	458,873 ton
	458,873 ton
	856.670 ton
	942,337 ton
	1.036.570 ton
	1.192.055 ton
	1.370.863 ton

	
	· Nilai Produksi Perikanan Budidaya (Rp.000)
	
	
	3.077,601,818
	3,385,361,999
	3,723,898,198
	4,282,482,927
	4,924,855,366

	6. PERDAGANGAN

	1.
	Kontribusi Sektor Perdagangan (Dalam dan Luar Negri)
	29.15
	29.95
	30.87
	31.92
	33.01
	34.23
	35.25

	7.PERINDUSTRIAN

	1.
	Kontribusi sektor Industri Terhadap PDR
	4.62
	4.96
	4.75
	4.82
	4.87
	4.93
	5.05

	2.
	Kontribusi Industri Rumah Tangga Terhadap PDRB Sektor Industri
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Pertumbuhan Industri 
	6.86
	0.65
	0.50
	0.57
	0.56
	0.56
	2.87

	4.
	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin
	10.71
	10.71
	12.9
	12.86
	10.26
	9.3
	67.86

	C.ASFEK DAYA SAING

	1.KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH

	1.1
	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	· Persentase Konsumsi RT Non Pangan
	
	
	
	
	
	
	

	2.FASILITAS WILAYAH / INFRASTRUKTUR

	2.1
	Aksesbilitas Daerah
	
	
	
	
	
	
	

	
	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan (%)
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	PENATAAN WILAYAH
	
	
	
	
	
	
	

	
	Luas lahan Produktif (Ha)
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	FASILITAS PERBANKAN
	
	
	
	
	
	
	

	
	Jumlah Bank(Kantor Cabang)
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	KETERSEDIAAN AIR BERSIH
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Persentase RT Pengguna Air Bersih
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Persentase Pengguna Listrik  (%)
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Ketersediaan Restoran
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Rumah Makan
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Cafe
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Hotel Berbintang
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Hotel non Bintang
	
	
	
	
	
	
	

	3. FASILITASI IKLIM BERINVESTASI

	3.1
	KEMUDAHAN PERIJINAN
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Lama Proses Perijinan (Hari)
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7

	
	·  Jumlah Ijin (Buah)
	194
	200
	228
	256
	306
	340
	1330

	
	· Jumlah Hari
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
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